
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Ketentuan transitoir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

baru (KUHP Baru) mengalami perubahan. Yang menjadi pembeda

adalah hanya pada frasa uraiannya saja, dalam KUHP lama pada

intinya menyatakan apabila terjadi perubahan peraturan

perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan maka

digunakan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa.

Sedangkan dalam KUHP baru pada intinya menyatakan apabila

terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah

perbuatan terjadi maka digunakan ketentuan yang baru kecuali

yang lama menguntungkan terdakwa. Keduanya memiliki

persamaan dan perbedaan, persamaanya adalah mengesampingkan

asas dalam hukum pidana yakni asas lex temporis delicti,

perbedaannya adalah KUHP lama secara tidak langsung

menyatakan mengesampingkan asas lex temporis delicti,

sedangkan KUHP baru secara terang-terangan mengesampingkan

asas lex temporis delicti. Selanjutnya, ketentuan transitoir dalam

KUHP Baru juga memiliki kesamaan dengan KUHP Lama yakni

tidak dijelaskannya secara jelas tolok ukur untuk menilai bahwa

peraturan yang akan digunakan menguntungkan bagi terdakwa,

mengingat tidaklah mudah untuk menilai menguntungkan terdakwa

seperti apa karena tidak terdapat suatu pedoman yang jelas,

sehingga penulis berkesimpulan bahwa dalam memutus suatu

perkara hakim harus menilai secara luas terhadap perkara yang

konkret tidak bisa hanya melihat dari sisi berat ringan ancaman

pidananya saja, selain itu, perubahan peraturan peraturan

perundang-undangan seperti apa yang dimaksudkan karena hingga

hari ini para sarjana hukum tidak pernah memiliki kesamaan

terhadap ketentuan transitoir ini mengingat terdapat 2 paham
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perubahan peraturan perundang-undangan yakni perubahan dalam

arti materil dan formil. .

2. Kekuasaan Eksekutif sebagai salah satu dari 3 cabang kekuasaan di

Indonesia nampaknya mendapatkan posisi yang sangat strategis

dalam KUHP Baru kali ini bagaimana tidak, penilaian terhadap

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang biasa

kita kenal dengan istilah inkracht berada di tangan kekuasaan

eksekutif bukan di tangan kekuasaan yudikatif atau yang biasa kita

kenal kekuasaan kehakiman. Namun menurut penulis, pembuat

KUHP Baru memiliki alasan yang bisa diterima dengan baik yakni

apabila kita cermati bersama terhadap putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap memang dapat dibuka kembali

perkaranya melalui upaya hukum luar biasa yakni peninjauan

kembali, namun perlu digaris bawahi tidak semua perkara yang

sudah berkekuatan hukum tetap semerta-merta dapat diajukan

upaya peninjauan kembali, terdapat persyaratan-persyaratan yang

harus dipenuhi seperti yang termaktub dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melihat

persyaratan tersebut, penulis menilai untuk putusan pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan adanya perubahan

peraturan perundang-undangan nampaknya tidak memiliki alasan

hukum untuk melakukan upaya hukum luar biasa. Berdasarkan

alasan tersebut, itulah mengapa pembuat undang-undang

memberikan penilaian ini kepada eksekutif.

5.2. Saran
1. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya mengatur secara tegas

tentang ketentuan peralihan atau ketentuan transitoir, sehingga

tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerapannya di

kemudian hari.

Kedua, bagi pemerintah, untuk segera melakukan revisi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan melakukan

penambahan pada bagian penjelasan pasal mengenai Pasal 3 atau
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setidak-tidaknya memberikan pedoman terutama ditujukan kepada

penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan peralihan ini pada

suatu saat nanti.

2. Bagi pemerintah, untuk memberikan penyuluhan mengenai

ketentuan transitoir ini terutama kepada eksekutif sebagai

eksekutor KUHP. Selain itu juga, pemerintah harus memberikan

pengawasan secara ketat kepada eksekutif agar setiap kebijakan

yang diambil tidak mencederai semangat perubahan KUHP dan

hukum itu sendiri seperti conflict of interest dalam pembebasan

terpidana.
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